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Abstrak
 

<b>ABSTRACT</b><br>

Climate change has become an issue that is increasingly raising concerns. Scientific studies have portrayed

the possible detrimental effects it could have towards human life. Consequentially, governments have started

to regulate and implement measures in response. States have also convened together and negotiated

international legal instruments in order to collectively address climate change. Nevertheless, an issue that

remains of concern is compliance. The most recent international legal instrument, which is the Paris

Agreement on Climate Change addresses compliance through a Compliance Committee, but limits possible

responses in case of non compliance to not include adversarial and punitive responses. This brings the

question on how can a State rsquo s citizens ensure that their government indeed complies with obligations

and commitments under the climate change regime. In finding the answer to such question, this

undergraduate thesis uses the normative juridical method in order to research, then analyse and evaluate a

possible solution to the issue of compliance. After using such method, this thesis concludes that a possible

solution is to use climate change litigation as a venue to hold governments accountable to their international,

as well as national obligations. This is possible in Indonesia through Citizen Lawsuits. Nevertheless, there

are external factors that may affect the success of cases, including the time needed for the central or regional

government to adhere to court decisions, and how the resulting measure will be implemented and

supervised. Therefore, it is suggested for further research to be conducted in order to understand the

possibilities of climate change litigation.

<hr>

<b>ABSTRAK</b><br>

Perubahan iklim telah menjadi isu yang semakin meningkatkan kekhawatiran. Studi ilmiah telah

menggambarkan dampak merugikan yang mungkin terjadi terhadap kehidupan manusia, jika persoalan

perubahan iklim tidak ditangani dengan benar. Akibtanya, pemerintahan berbagai negara telah mulai

mengatur dan menerapkan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi. Negara-negara juga telah menegosiasikan

instrumen hukum internasional untuk bersama-sama menangani persoalan perubahan iklim. Namun

demikian, masalah yang masih menjadi perhatian adalah kepatuhan. Instrumen hukum internasional terbaru,

yaitu Paris Agreement on Climate Change telah membahas persoalan kepatuhan melalui diaturnya sebuah

Komite Kepatuhan. Tetapi terdapat pembatasan terhadap tanggapan yang mungkin diberi oleh Komite

Kepatuhan jika terdapat ketidakpatuhan terhadap Paris Agreement, yakni, tidak boleh bersifat adversarial

dan punitif. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana warga negara dapat memastikan

bahwa pemerintahannya mematuhi kewajiban dan komitmen di bawah rezim perubahan iklim. Dalam

menemukan jawaban untuk pertanyaan tersebut, riset skripsi ini menggunakan metode normatf yuridis untuk

meriset, lalu menganalisis dan mengevaluasi solusi yang mungkin diterapkan terhadap masalah kepatuhan
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Negara. Dengan menggunakan metode tersebut, tesis ini menyimpulkan bahwa solusi yang mungkin adalah

menggunakan litigasi perubahan iklim sebagai tempat untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah

terhadap kewajiban internasional, serta kewajiban nasional mereka. Hal ini dimungkinkan di Indonesia

melalui Tuntutan Warga. Namun demikian, ada faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan

kasus, termasuk waktu yang diperlukan bagi pemerintah pusat atau daerah untuk mematuhi keputusan

pengadilan, dan bagaimana ukuran yang dihasilkan akan dilaksanakan dan diawasi. Oleh karena itu,

disarankan supaya riset lebih lanjut mengenai kemungkinan-kemungkinan dan akibat terkait litigasi

perubahan iklim untuk dilaksanakan oleh pihak berkepentingan.


